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BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANLCE
FEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTAS|
DI LINGRUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan  prasyarat
yang nmendasar dalim raoghks mewajudkan  penveléngoaraan
pemenintahan yang baik, terbuks dan skuntabel;

b. babwa untuk menindaldanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1]
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Talun 2017 tentang
Peclornun Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Litighungan Kementerinn Dalam Negeri dan Pemerintalh Daerah
periu membeniuk pedoman pengeloloan pelayanon nformasi dan
dokumentas;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan schegaimana dimaksud pada
hurul a dan huraf b, perlu menctapkan Peraturan Bupati Simeuhue
tentung Pedoman  Pengelolian  Pelayanun  Irformasi  dan
Dokumentas: di Lingkungsn Pemenintah Kabupaten,

Mengingat : 1. Undang-lUndang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Bireuen den Ksbupaten Simeulur (Lembarmsn Negara

Republik Indonesin Tabun 1999 Nomaor 176, Tambahan Lembaran

Negarn Republik Indonesin Nomor 3897) sebogaimuana tiélah

diubsh dengan Undeng-Undang Nomor 8 Tehun 2000 tenteng

perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Eabupaten Bireuen dun Kabupaten Simeulue

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negarn Réepublik Indonesin Nomor 3963);

Unclang-Unding Nomor 11 Tahun 2006 tentong Pemenintahor

Aceh [Lemboran Negara Republik Indonesia Talion 2006 Nomor 62

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633),
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= Undmpumng..-,-b



3. Undang-Undaeng Nomor 14 Tahun 2008 tentong Keterhulcaon
Informasi Pulilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomotr 61, Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomur 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentnng Pelayanan Publik
(Lembaran Negnm Republik Indonesin Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis Nomaor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 timtang Kearsipan
(Lemibiran Negara Republik [ndotiesia Tabhun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negora Republik Indonesm Nomar 507 1);

6. Undang-Undang WNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntaban
Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahiun 2014 Nomur
243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
5987 sebagaihana telab diubab beberapi Kali, torakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tobon 2023 tenteng Penetopan
Poraturan Pemcrintah Pengeanti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 entang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Newnra Reépulilik Indonesin Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nottior 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahon 2000 tentang Pelnksanaan
Undong-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbulesan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun
2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 51459): |

B. Peraturan Menferi Psimm Neger Nomor 3 Telman 2017 werntang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informani dan Dokumentas:
Lingkungan Kementerian Dalim Negeri dun Pemerintali Duerah
{Beritn Neginra Republik Indonesia Tahun 2017 Namor 157);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informutike Nomor 8 Tukin
2019 tentang Penyelenggarann Urisan Pemerintahan Konkuren
Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

10.Pernturan Komisi Informasi Nomor 1 Tabun 2013  tenlang
Prosedur Penvelesaian Serigheta Tnformasi Publik;

11 Peraturan Komisi Informast Nomor 1 Tabon 2021 temang Standar
Layanan Informasi Publil;
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12.Qunun  Kabupaten, Simeulue Nomor 3 Tabun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkal Dacrah  Eubupaten
Simeoulue (Lembaran Kabupaten Simeéulue Tahun 2016 Nomor 224,
sebagaimana telsh diubah beberupa keli terukthir dengan Qanun
Kabupaten Simealye Nomor 2 Tabun 2021 tentang Perubahan
Atax Clanun Rabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkst Daersh  Kabupaten
Simaullyt (Lembaran Kabupaten Simetilue Tahun 2021 Nomor 68);

13.Qanun Kabupaten Smeulue Nomor 9 Tahun 2019  tentutig
Peoyelengguraan  Sistem  Pemenntal  Berbasis  Elektronik
[Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASE DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN,

HAH |
KETENTUAN UMLUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Simeulue ind, yang dimaksud dengan:

I. Kahupaten adnlah Kabupaten Simeulue.

2. Pemerintah Eabupaten adslnh unsur penyelenpggara Pemerintahan
Kabupsaten Simeulue vang tendivi stas bupatl simeulue  dan
Ferangkat hnbupaten Simeulze.

3. Bupati adalah Bupati Simenlue.

4. Dewan Perwakilon Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutinva
disinglint DFRE wdalah penyelenggara Pemerintahan Kabupaten
Simeulue yang engpotanya dipilih melaldl pemilihan umiam.

5. Satman Kerja Perangkatr HKabupaten Simewlue selarmutnya
disingkat SKPK adalah Peranghkat Pemerintah Kabupaten,

6, Sekretariat Dewin Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang
selanjutnea disebut Sekretarist DPRK adalah Sekretariat pads

DPFRK.
7. Informasl..... l/
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13.

4.

. Informasi adaioh keternngean, pernyvataan, gagesan dan tando-

tanda yang mengandung nilal, makna, dan pesan, baik data,
fakta, maupun penjelasannyn yang dapudl dilihal, didengar, dan
dibaca, vang disajikan dalim berbagal kemssan dan format
sesual dengan perkembangan teknologl informeast dan komunikas)

secarn clektronik don non elektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan dilerimn oleh Pemerintah Kabupaten yang
berkailan dengan penveletiggsara dan  pemyeléngearsin negir
dan/atau  penyelenggara  dan  penyelenggorson Pemerintoh
Kabupaten lainnyn, serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.

. Badan Publik adalah Pemerinteh Dacrah dun DPRE yvang funesi

don tugas poloknya berkailun dengun pemyelenggarann neégara,
ying sebagian atan seluruh denanya bersumber dan Anggaran
Pendopatan dan  Belanjn  Kabupaten, atau  organisasi
nonpemmerintah - sepanjang  schaglan  atsu  seluruh  dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten,
shmbangan thasvarakiai, dao/alag [UET Heger,

Pelayanan Informest adualab jasa yang diberkon aleh Pomermtoh
Kabupaten kepoda masynrakat pengguna informasi.

Pengelolaan Informasi sdalah proses persiapan, laysnan, dan
pendokumentasinn  mformasi  publik untuk  memastikan
terpertitthinys Hak masvaralat atas informasi publik,

. Dokumentast  adalah kegmtnn  pengumputan,  pengeloloon,
pemyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan soars

untuk bahan Informasi Publik baik torcetak, terdkam maupun
elekironil.

secara sistematis bordesarknn tugas pokok don - fungsi organisasi
serta katagori informasi.

Pejabat Pengeloln Informasi dan Dekumentasi yung selanjutnya
disinglnt PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam
penguimpulan, pendokilmentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
pemyedinon, distribus), dan pelavanan mformasi dan dokumentasi
di Linglkungan Pemerintah Kabupaten, yang terdiri dari PPID
Utama dan PPID Pembantu. u/

15. Ataspn

rrrrr



15,
16,

17.

18.

14,

4L

43.

24.

Atusan PPID adulah pejabat yung meripaksn dtasan PPID Utama,
PP Pembantu adalah  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan
Dokumentasl vang beradi pada SKPK.

Pengelola Lovanan Informasi dan Dokumentas) yang selanjutriva
disingkat PLID adalah susunan pengelola laynnem  informasi
dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnva disinglmt SOP
pdalah serangkuaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai
proses penyelenggaraan tugas PPID,

Daftar Informass den Dokumentasi Pablik vang selanjutnva
disingkat DIDP odalah catatan yang berisl keterangan secara
sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik
vang berads di bewoh pengriesaan Pemerintali Kabupaten tidak
termasuk informas) dan dokumetitnsl vang dikeécualikan.

Runng Pelayanin Informasi dan Dokuomentosi yang sclanjutnva
disingkat RPID adalah tempat  pelayanan  informasi  dan
dokumentasi publik dan berbagai informusi dan dokumentasi
lainmyie  yoang  bertujuan  untuk  memfasilitasi  penyampaian
ittformunsi dan dokumeritusi pubilik.

Sistem Informas dan Dokumentnsi Publik varig selanjutriva
digingkat SIDP adalah sintem penyediaan layanen informasi dan
dokumentasi secira cepat, mudah, den wajar sesual dengun
Uttdiang-Undang Keterbukaan informasi Publik.

Laporan Layvabian Diforinosi dan Dokumeritnsi yang selanjutnya
disingkat LLID -adalah laporan yang berisl gamboran umiim
kebijnkan feknis informasi don  dokumentasi, pelaksannian
pelayanan mformosi dan dokumentasi, dan rekomendssi serta
rencani tindak lanjul uniuk meningkatkan kuslitas peloymnan
minrmast dan dokumentasi

Forttn  Koordinasi  Pejubat  Pengelolaan  Informasi  dag
Dokumentasi Pemgrintah Kabupaten yang selonjutnya disabun
FKPPID Pemerintah  Kabupaten adalah  wadah  komunikasi,
kourdinasi, konsolldasi, pembinpan, dan pengawasan PRID
Pemerititall Kabupaten dan PPID Pemerintah Kabupaten/ Kota,
Orang adalah orang persorangan, kelompok drang, badin
hukum, atau badan publik.
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Petjgguna  Informasi  Publik adalah omng yang menggunakan
informasi publik sebagaimana dintur dalam Peraturan Perundang.
undangan.

Pemohon Informast Publik adalah warga negarn, dan/ntau badan
hukum indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.

. Uil Konsekuensi adelah perfimbangan. dengan seksamn  dan

penub ketelitisn tentang dampale niag aldbas yang timbul apabils
suatu jfiformasi dibika dan adanyn kepéntingun publik yung lebib
besar yvang harus dilindungl dengan menutup suntu iformias
pubik,

Sengketa Informasi Publik adalsh sengheta yang terjadi antara
Badun Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau
Fengguna lhformasi Publik yang beckaitun  dengan  hak
memperaleh  danfatay mengmunakan informasi puablile
herdesarkan Peraturan Perundang-undangan.

. Mediasi adalah penyelesalnan sangketn informasi publitk antam

para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.

Ajudikasi adalah proses penyveleanion sangketn informeusi publik
anlara para pihak yang diputus oleh Komisl Informasi.

BAB I
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pusal 2

fermturan Hupati Simeubhye m dimaksudkan sebagm pedoman g
Pemerintah Datrabh dan DPRK  dalam  pengelolasn  pelsvannn
informasl publik dan dokumentasl di Lingkungan Pemerinlah
Kabipiteri.

Pawsl 3

Peraturan Bupati Simeulue in) bestujuan:

n.

mewifudkan  penvelenggarann  pemerintahan  yang  halk,
Lranseran, efelctil, efizien, alcuntabel sertn dlajat
dipertanggungown bkan;

menjamin tertih administras) pengelolaan pelayanan informasi
publik dun dokumentasi di Linglungan Pemerintah Kabupaten;
dian
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¢, meningkatkan pengelolaan dan pelaysnen informasi  dan
dokumentasi  Pemerintahan Kabupaten  Simeulue untuk
menghasilkan lsyanan informasi dan  dokumentasl vanog
berkunlitas.

Pasal 4
(1] Pengelolaan  Informasi  dan  Dokumentasi di  Lingkungan

Pemerintih Kabupaten dilnksanakan berdasarlan prinsip,
6. mudah, r&ﬁﬁt, cefmiat, dan alkumat

b. transparan;

¢. pkuntabel; dan

d. proparsionalitas.

(A} Mudah, cepal, cefmnt dan skural sebaguimuna dimaksud pada
ayit (1) Horuf &, vaitu setinp keglatan dalam pemberian pelavanin
informasi publik horos dilaksanakan tepar wakiu, disajikan
dengan limgkap, diloreksi sesuai kebutuhan dan mudah dinkses.

{3) Transpuran sebagaimana dimiaksud pads ayal (1) hurud b, vaitu
dalum pemberian Pelayanon Informosi publik harus dilaksandkan
secars jelas dan terbuka.

) Akuntabel sebagaimana domsksad pada evat (1) burof ¢ vaitu
sotinp  kegintan  dalam pemberian Pelayanan Informasi publik
harus dapat dipertanggungjawablsn

(5] Pruporsionulitus schugnimana dimaksud pada ayat (1) huraf d,
vaitu sctigp Kegiotan dalam pemberion Peluyinan Itiformasi publik
haras memperhatiloan Resmmbangan antara hoak don eowaiiban,

BAB TIT
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagisn Kesatu
Hak Pemahon Informasi Pubitk

Pasal 5
(1] Setiap orang berhak memperoleh informasi publile sesuai dengan

krientusn peraturan perundang-undengan meliputi:

a. melihat dan mengetaliul informasi publik;

b. menghadirxi pertermuan publik yeng terbuka untak umom
dalam memperoteh informasi publiks

c. mendapatkan salinan informast publik melahd permohonan;
dan



d. menyeburluaskan informusi publik.

(2] Setinp pemohon berhak mengajukan permintaan informasi publik
disertnd alasan permintaan teraebiat.

(3) Setiap pemohon berhak mengajukan pupaton ke pepegadilan
apabila dalam memperaleh informasi publik mendapat hambmtan
i Kegagalan,

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informest Publik

Pasal B

(1) Pengguna Informasi publik wajib menggunakan informasi publik
deglol ketentuan poeraturan peruhdang -undangan;

2] Pemgruna mformast  publik  wajib mencantumbkan  sumber
mempernieh  inforrnas puﬁﬂk. baik yang digunnkan unmk
keperitingan  senditi moupun uniuk keperluan publikasi sosum
keigntuan peraturan perundang-undangsn,

Baginn Ketign
Hak dan Kewsnjibun Pemerintah Knbupaten

Paragraf 1
Hak

Pasal 7
(1] Pemerintth RKabupaten berhak menolak memberikan informasi

yang dikecunlikan sesmiai  kelontuan perdtuman perundang-
utitlntigan.

2] Informas: yang dikecumlikan sebagaimana dimaksud pada ayvat [1)
meliputi:

a. informasi yang dapat membahayakan negos;

b, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan
usinha dari persainean ueaha tidak selhat:

c. lnﬂn‘mnﬂlymlghtrk&lt&ndmgunlmkmhndi,

d. informasi yvang berkaitan densan mhasia jabatan; danfatan

e, informasi yang belum dikvasel atey didoloamentagikan.

[3) Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh suatu  informasin
publik dori badan publik lalnnya dengin mekanisme bantuan
kedinasen dalam penvelenggarsin pemerintihan dan pelavanah
publik sesual ketentusn peraturan perundang-undangan.
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Paragral 2

Kewnjiban

Pasal 8

Femeriritnh  Kabupaten wajib  menvedinknn, meémberikon
dan/atau menerbitkan Informasi dan Dokumentasi publik vang
menjadi kewenangannya kepadn Pemohon Informas: Publik;
Pemerintah Kabupaten wajib menyedinkan Informasi Publik yung
akurst, benar, dan tidak menyesathkan;
Untuk melaksunakan kewaliban sebagalmona dimoksud pada
avat [2), Pemerintah Kabupaten depat membangun dan
mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat
dinkses dengan mudah;
Dalam hal ada permintpan Ioformasd Publik oleh Pemolian
Informasi  Publik, Pemerintaly Kabupaten wajib  membuat
pertimbangan tertulis ates setiap kebjakan yang diembil unrok
memenhi hak sctinp Pemohon Informasi Publik;
Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pads ayut (4)
ditetiaplamn oleh PPID atas persetujuan Atasan PPID melaiul PPID
Utama;
Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud poda ayat |4) dapat
dinkses nleh setizap Pemohon Informas Pablik;
Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antera lain
memiyat pertimbangan agami, politik, ekonomi, sosinl, budayn
dan/atau pertahinon dian keamanan negars;
Daolam rangka memenuhi kewajiban sebugaimann dimaksud pado
ayat (1] sampail dengan ayat |7} Pemerintah Kabupaten dapat
memanfeatkan  ssmne  denfatad medis clekironik  don
nonelektronik;

[9) Standar layanan,

(10) Perunjukan dan penetapan PRID;

{11} Penetapan dan pemutakhiran BIP;

(12} Saruna dan prasarans LIP dengan ststem elektronik;

{13} Standar biaya perolehan informasi publik; dan

{14) Penganggaran biaya bogl penyimpanan dun pendulkiimentisian,

penvediaan dan pelavanan informas: publik.



HAB IV
KLASIFIKAS] INFORMASI PUBLIK

Pasal 9

Informuasi Publik di lingkungan  Pemenniah Rabupaten merupakan

infurmasi yang dibasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, diterima atau

yong berkaitdan dengan penyelenggarsan pemerintahan di lingkunga

Pemermunh Knhupaten,

Pasal 10

(1] Informasi Publlk sebagalmann  dimalksad  dalaem Pasal 9,
berdasarknn klasifikssinva terdirt dari:

n. Informas: yang wajih disediakan dan o umumbsn secamn
Lkl

b, Informasi vang wajib divmumbkan secara serta merta)

¢, Informasi yang wajib tersedia seting saal; dun

d. Informasi vang dikeciialikan.

(2] Informas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disedisioom dalam
bentuk dokumen digita! (soffcapiil;

{3) Penyedinan informasi dalam bentuk data non digital/ hardoopy
sehagaimans dimaksud pade ayat 2) tidak berlalu  untuk
informasi elektronil;

(4] Penyedia informasi schagaimana dimaksud pada ayot {2) don ayat
(3] wajib memenuhi kaedah interoperabilitas dota,

Pusal 11
{1) Informasi publk yang wailbh disediakan den divmumbkan sccam

berknln sebagaimana dimaksud datam Pasal 10 huruf a, borsilat
terbuka dun dapst diakues oleh setisip pengguny informasi publik.
{2} hformasl vang wajib disédiakan dan dlumumican secara berkala

sebagmmeana dimaksud pada avat (1] melipoti:

a. informas) yaog berkaitan dengsn Pemenntah Kabupaten;

b, informnsi mengenmi  kegiatan  dan  kinera Pemerintab
Kabupaten;

¢. infirmasi mengenai laporan keuangan' vang telah  diaudit;
dan/atau

d imformsm lun ysng distur dalsm  peraturan perundang

undangun.
13) Informasi....



(3) Informasi publik yang divmumksn secars serts mertn
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 10 hurufl b yaind informasi
ving dapat mengancam hujat hidup orang baanyak dan kelertiban
UM, |

{41 Informasi schagniimana dimaksud pada aymi (3) disampailan
dengan camn yang mudsh dijangkiau oleh masyamkat dan dalnm
bahass vang mudah dipahami.

{5) Informasi  publik  yang diumumkan secara serta metin
sebogaimang dimaleend pada avet (3) dan ayat (@) melipati:

1)

A.

d.

L.

miormasi bencana: alam sepert kKexeringan, kebokaran hutan
karena faktor alam, hama penvakit tanaman, epidemik, wabah,
keindian luar biasa, kejadian antariksa atau  benda-benda
nrghiasa;

informasi keadoan bencana vion-alam seperti kegagalan idustri
atau teknologl, dampek mdustrl, ledakan nuklic, pencemaran
lingkungan dan kegintan keantariksann;

informasi bencana sosinl seperti kerusuhan sosial, konllik
soginl antar kelompok atau wntar lomunites masyamlkat dan
Lo

informasi jenis, persebsran dan daerah yang menjadi sumber
penyiakit yang berpotinsi menular;

informasi racun pada bahan makanan yang dikosumsi
musynralnt; dan

informasl rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Informas: Publik yang wagib tersedia setinp saat sebagoimann yang
dimaksud dalam Pasal 10 hwruf ¢, meliputi:

a.

h-.r

informasi tentang Profil Pemerintah Kabupaten;

informasi  tenipng prograni  dan  kegiatan  yang pedang
dijalurtican dilam lingkup Pemerintah Kabupaten;

informasi lentang lanerja dalom lingkup Pemerintah Kabupaten
berupa narasi fentang realisasi kegiatan vang felah maupun
sedang dijalankan beseria capaiannya;

ringkasan laparan keuangan;

laporan akses informasi publik;

f. informasi oo tentong Qanun, Permturan Bupat, Heputusan

Bupati nmu'nmﬂ;nh hukum Pemerintah Kabupnten lainnyi;

g Informesl.....



g informast tentang hek dén tata cera memperdlch informasi
publik, pengajuan keberalan, prowes penyelesalan sangketa,
irformasi publik, dan plhak-piliak yang bBertanggungjnwinh
ik dapat dibubung;

h. informas) leotang tata carn  pengaduan  penyslahmunaan
wewenang atau pelanggarin yang dilakuksn baik oleh Pejabat
Pemerintah Kubupaten muupun pihak yung mendapatkan izin
atau petianjian kerja dari Pemerintaly Kabupaten;

i informes] tentang pengumuman pengatasn bamng dan jasa
sesusl ketentupn pernturan perundang-undangan; dan

j. informast tentang prosedur peringatan dini den evakuasi
kendaan derurat di setiap kantor Pemerintah Rabiupaten.

(7) Informasi Publik yang dikecualiloan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf d, merupalan informasi yang tidak blsa diakves
pleh publik sesum ketentuan peraniran perundang-undangan.

{#) Informusi yang dikecualikan sobagaimana dimaksud pada ayat (7]
makiputi:

a. Informssi publik yang spibils dibuks den diberflan kepada
pemohon  informasi  publik  dapat  menghamibill  proges
penegakan hukum, yaita informasi:

1. menghembnt proses penyclidikan  dan penyidikan  suatu
tindak pidiena;

2. mengungkspkan identitas informan, pelupor, saksi dan/atay
korbun yang mengetmhui adunya tindile pidain:

3. mengungkapkan dnwa intelijen kriminal dan  rencana-
rencena  yung berhubungan  dengan  pencegahan  dan
penanganan sepala bentuk kejighatan transnasional;

4. membabaynkan  kesclamntnn dan  kehidupan  pencenk
hultum dan keluarpanye; dad/atan |
membahaynknn keamanan peralatan. sarana, dan/atau
prasampos penegak hukum,

b. Informasi publikk yang apabila dibuka dan diberikan kepads
pemohon informast publik dapat menggangen  kopentingan
periindungan hak aiss kekayaan intelektual dan perlindungan
dori perssingan usaha tidak sehar;

¢. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemobon informasi publik dapit membahavakan pertahanan

dnn Keamanan negur vl
1. infarmasi... .

o
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6.
?l

. informasi tentang strategd, intelijen, operssi, taktik, don

leknik yang berkaitan dengan penyelengguraan, sistem
pertahanan dan  keamanand pegars, meliputi  tabap

perencanaan, pelaksanann, dan pengakhiran atuu eviluins
dalam kaiton dengan ancaman dari dolam dan luar negeri;

. dokumen yang memuat tentang strateg, intelijen, opersi,

teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan
sistem pertalanan dan keamanan negara yang meliputi
tahap perencatinan, pelsksansan dan pengakhiran  atau

evaluasi;

. jumlah; komposisi, disposisi alau dislokasi kekualan dan

kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan
keamanan negara serta rencana pengembangannyil;

gambar dan data tentang sitimel dan keadaon pangkalan
dan/nrau instalast militer;

datn perkirsan Kemampuan militer dan pertahanait negarm
lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara
tersebut vang dapat membahayekan kedsulatan Negara
Kesatuan  Republik  Ihdonesia  danj/atau  data  lerkail
kepjasamo militer dengan negara lain yang disepokati dolam
perjanjmn tersebut sebag rahasia atnu sangat rehasing
sistem persandian negara; dan

sistem intelijen nepgura,

Informani publik vang apabila dibuka din' diberikion Keptida
pemohon  informast publik dapat mengungkapkan kekavaon
alam Indonesia;

Informasi publik yang spabila dibuks den diberilen kepuds
pemohon  Informasi  publik, dapat merogikan  ketahanan

1.

BJ

rencana awal pembeiian dan penjuslan mats wang nasional
atan asing, saham dan aset vital milik negam;

. rencana awal perubaban nilad tuler, suku bunga dan model

operani institusi keunngan;

crencann pwil peribobinn sokd bungd babk, pidjaman

pemenntih, perubabon  pajak;  tord  stoo pendapatan
negara/fdaemh lainnym;

. rencana awal perjuslan atay pembelian tanah atau properti;

5. :‘Eﬂtana....,b



5. rencans awal investas asing

6, proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi atau
lembaga keuangan lainnya; don/ataug

7. hal-hal vang berknitan dengan proses pencetakan uang.

Informasi pablik vang apabila dibuka dan diberikan kepada

pemohon  informasi  publik, dapat merugikan kepentingan

huubungan luar negen:

I, posisl, daya tawar dan stralegin yang dkan don lelab dismbil
aleh negara  delam hubungannyvas  dengan  negosisi
inrernasionl;

2. horespondensi diplomatik antar negam;

3, sistem komunilast dan  persandinn yang dipergunakan
dalam menjulankan hubungmn inlernosionol; don/atay

4. periindungan dan pengamanan infrastrukiur  stategis
Indeonesia ) luar neger.

Infarmeasi publik yeng apabila dibuka depat mengunghaplkan isi

akta otentlk yang bersifat pribadi dan kemavan erakhir

atuipln wasisl sescorang

. Informasi publik vang apabila dibuks dan diberikan kepada

Pemohon informeas: publik dapot mengungksp rahssm probaci,

Yt

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga,

2 riwayat, kondisi dan perawdtan, pengobatan kesehatan fisik
dan paikis seseorang;

3. kondisi keunngmn, asecl, pendapatin dan rekening bank
sesecrang;

4. hagil-hasil  evalyasi  sphubungan  dengan  kapabilicas,
intelektualitas dan rekomendasi kemampuan  sescomng
dan /atau

5. cutatan vang menvatighil pribad seseorang vang borkaitan
dengan kegiatan satuan  pendidikan formal dan satian
pendidikan nonformal,

. memorandum atau sumt intar pemerintiah/ lembaga f instans

publik atau intra Pemerintah  Kabupaten, vang menuru

sifatnyn dirmbiasiskoan kecunli atas putusan Komisi Informssi

Acch ntan pengadilan; dan |

. informasi yang tidak boleh diungkuplan berdasarkag Undariy.

Undang.
() rnfm:mi.,.,,’/




19} Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8],
ditetapkan dengan  Keputusan Bupati  sesual  dengan
kewdhangannyn.

| 10) Informeast Publik vang dikecualilan bersifar ket dan terbstio.

[11]8ifat nformasi sebogaimana dimaksud pada ayar (10] memiliki
pengertinn:

a. bersifat Ketal artinve, pengecualian informasi  dilakulan
deingait pengujian secard seksames dengan mempertititangian
berbagai aspek legal, kepatutan dun kepetingan amum: dan

b bersifat terbatas artinyn, alasan pengecualian sesual Peraturan
perundang undangan.

BAB V
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Panal 12

(1] PPID di Lingkungan Pemcrintoli Kabupoten merupakan pejabat
yang membidangl Informasi Publik.

(2] PPID st bagnimana dimaksud dalam aynt (1) wrdin dani:

a. Atasan PPID,

b. PPID Utama,

c. PPID Pembanti:

d. Tim Pertimbangun; dan

e. Petupgas Pelayanan Informas Publik.

(3) Atasan PPID sebpgaimanu dimaksud pada aynt (2) humal a, dijabat
ulch Selrelaris Dacrah.

(4) PPID Utamn sebagnimana dimaksid pads ayat (2) huraf b, dijabat
aleh Kepala Dinas Komunikasi Informiatika dan  Persandian
Kabupaten.

(8) PPID Pembanty sebugaimans dimeksud pads eyat (2] huruf o,
dijabat olch pejabatl administrator yang membidangi tugas dan
fungsi pelavanan informesi dan dokumentasi padia setinp SKPK,

(f) PPID Pembantu Sekroturint Daerah dijabat oleh Kepala Bagian
yung membidang kemuniknsi dan informasi.

{7) Tim Pertimbangan sebagaimans dimeksud pada ayat {2) huruf d,
difabat oleh pirs Asisten Sekretaris Daerab dan séluruh Kepals

SKPK.
&) Pﬁl:ugaﬂ.]/



(8) Petuges Pelayanan Informasi Publik scbagaimana dimaksud pada
avat (2) huruf e dijabat oleli Pejabat Fungsional dan/atay
fungsional Ininnya yang membidangl komunikast dan informasi
piada SKPK.

(8] PRI sebagaimann dimaksud pada avat (2] ditetapkan dengan
Keputusan Bupati berdasarkan usulan Keppla Dines Komuniknsi
Informatikn dan Persandian Kabupaten.

(10)Untuk mendukung kegistan din kelsmbagasn PPID dibentuk
PLID.

(11} PPID: Utama: sebagaimnna dimeaksud pada avat (2] haoadf a
meripakan PPID Ulama pada PLID.

KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DORUMENTASI
Bagian Kesata

Umum
N " Pasal 13

(1) PFAD Wtama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dibaniu aleh
PPID Fembantu yang berada di SKPK.

(2y PPID  Utams  scbugaimaha dimaksud pada  ‘ayal (1)
bertangrungiawab  kepada  Bupat melalo Seloetans  Doersh
Rabupaten.

{3) Dalam pelaksanasan thgas PPID Utama stbugnimana dimaksud
pada ayat (1) dibantu oleh 5 (lima) bidang pendukung, meliputi:

a. Sekretariat;

. hidang pengelolnan dam dan ldasifikesl informasi;
¢, bidang dokumentasi dan arsip;

d. bidang pelaysnan informasi; dan

¢, bidang fasilitasi penyelesaian sengketa informasi.

(4] Bidang-tidung schogaitiana dimnksud pada ayat (3], dibantu oleh
mags bideng lekmis doan adminstros.

Bagian Kedua
Tugas den Kewenangan

Parmgraf 1
Pejabat Pengelols Informasi dan Doltumentasi Utama

Pasal 14
FPID Utama bertugas:

n. menyusun dan  melaksannkan kebijalan  nformasi dan
dokumeniasi;



b, menyusun lporan  pelsksanasn  kebijakan  informasi  dan
dukumentasi;

c. mengoordinasikan dan mengonsolidasilkkan pengumpulan bahan
informas dan dokumeritasi dari PPID Pembantu:

i. menyimpan, mendakumentasikan, menyediakan dan members
pelavanun informasi dan dokumentasi kepada publik;

e. melakubun verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

f. melakakan uji konsekuensi atas informiasi dan dekumentasi yang

dikeesunlilonn;

melnkukan pemutakhiran informasi dan doloumentass;

h. menyedinkan informasi dun dokumentasi untuk dinkses oleh
masyiarakat;

i. melakukan pembingan, pengawasan, evalunsi dan monitoring atas
pelnksanaan kebijakan pengelolaan informast dan dokumernitasi
vang dilakukan oleh PPID Pembantu;

j. melaksanakan mpal koordinnsi dan rapat kerin sccam berkala
dan/atay sesuai dengan kebutuban;

k. mengesahkan inlormasi dan dobumentosi yvang avak untulk
dipublilcasikan; din

I menugaskan PFID Pembantu untuk  mengumpulban, mengelola
dan memelihara informasi dan dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas uem dimaksud dalam Pasal 14,

PPID Utama berwenhg:

e menalak memberikan  informnsl  dan dokUmentasi  yong
dikecualikan sesuai dengan ketentusn persturan  perundong-
undangan;

b. meminia dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari FPID
Pembantu vang menjadi cakupan kerjanya;

c. memmardinnsiken  pemberiat | pelavanit ihformuasi don
dokumentas) dengan PPID Pembuntu vang menjadi  cakupan
kerjanyn;

d. menentukan atuu menetapkan suatu informasi dan dokumentasi
yang dapat dinkees oleh publik;

¢. menugaskan PPID Pembantu untuk membual, mengumpudlkan,
serta memelihara informas! dan dokumentasl  untuk kebotuhan

organisasi; dan
. melakukan,. ...



I melakukan pembingan, pengawasan, monitoring dan, evaluasi ates
pelaksanaan  kebijnkan informasi  dan  dokumentasi  vang
dilakukan oleh PP Pembanid,

Paragmaf 2
Pejabit Pengeloln Informasi don Dokumentasi Pembaritu

_ Pasal 16

(1) PPID Pembantu sebugaimens dimakepd pada ayat (1), dibantu

aleli  Pejubnt Fungsional

(2] PPID Pembantia scbagaitann dimaksod pado ayal 1), dibentuk

untik membaniu PPID Utama dalam pelavanon informasi publik
dan dokumentasi pada setinp SKPK.

{3} PPID Pembentu dalam melaksanakan tugas dan lungsinya dibantu
oleh tedngy telmig din ndministrasi,

Pasal 17
{1} PPID Pembanta bertugas:

g membaniu PPID Utams melsksanolon mnggomgiawab, tupss
dan kewenangannye;

b. mengoordinasikan  dan  mengonsolidasikan  pengumpularn
hahan informasi dan dokumentasi dari unit kerjanya.

. ‘menyvampaikan' informasi dan  dokumentasi kepoda  PPID
Utama dilakulom paling sedikit 6 [ennom) bulon sekal atau
segual kebutuhan;

d. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

e, medjamin Kelersedinin don dksclerasi layoannn informos] dan
dokumentas) bogl pemohon nformosi secara copat, lepal,
berkunlitas dengan mengedepinkan prinsip-prinmip pelaysnan
prima;

f. mengumpulkan, mengolah dan méngompilasi bahan dan data
linglup komponen di linglungan Pemerintah  Kabupater
merndi bahan informas puilik;

g menyampailan laporan pelaksonsan  kebjsken teknis dan
pelayansn mformast dan dokamentazsi | kepada PPID Utamis
secira berkala dan seswal dengan kebutuban; dan

k. merivedinken din mempublikasi informasi dalam Website SKPK
untiak dinkses oleh masymrakt.

(2] Sefam.....



(2} Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
khusus PPID pembanty pada Sekretariat DPRE juga bertugas:

a, menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi
don dokumentesi kepada DPRK sesuni peraturan perundang
UnHangan;

b. mengoordingsikan informasi don dokumentnsi kepnds DPRK
untuk menetapkin informasi dan dolumentasi yang dapat
diakass aleh publik; dan

¢. melaskulan inventarisas informasl yang dikecisllkan untak
disampaikan. kepada PPID Ulsma agar  diladoakan Ui
ronsckuensi,

(@) Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1), PPID Pembantu
melaksanakan fangsi:

a. penghimpunan informasi publik pade mesing-masing unit
kerja;

b, ponatann dan penyimpanan informasi publik pada masing-
masing unit kerja.

Pasal 18
(1} PFID Pembantu sebagaimana dimaksud dalsm Pasal 17, memiliki

kewenangan untuk memberikan pelayvanan infirmasi dan menoliak

permobionan informasi sesuwi dengan  keteptusn  persturar

perundang-undongan  yang  diketohul/disetapn oleh  lepola

SKPK/Unit kerja dengan ketentuan;

i, Kepala SKPK/Unil kerju bertanggung jawab penub terhadap
semua proses pengelolaan informast dan dokumentasi &
Lingkungatt SKPK masing-masing vang dllaksanaksn oleh
PLID Pembantug dan

b. Kepaln SKPK/Unit kerja menandatangam laporan FPID
Pembanty untuk disampalkan kepada PPID Utama.

(2) PPID Pemibantu bersama-sama dengan PPID Utami melaksinslon
proses mediasi ugy  ajudikasi di Komisi nforeriasi Aceli dian/atad
proses aiudikasi di pengadilan apabiln terjadi sengkera informasi.

..



BAB VI
KELENGKAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMAST DAN
DOKUMENTASI
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 10
{1} Struktur Organisasi PLID Pemerintah Kabupaten, terdiri dari:

n. pembing, difabat oleh Bupatl dan Wakil Bupati Kabupaten;

b. pengarah selaiku atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris  Duerah
Kabupaten.

. Tim Perumbangan, dijabal olch Para Asisten Sekretarss Daeruh
di Lingkungan Sckretariot  Doerah Kabupaten dan seluruh
Repala SKEPK.

d. PPID Utama, dijabatl oleh Kepalo Dinss yang menangani
informasi, komurnikasi dan dolumentasi;

¢, PPID Fembanma, dijabnt oleh Pejabat Administrotor - pisdo
SKPR:

f. Khusus PPID Pembantu pada UPTD SKPK dijabat oleh Pujubat
Pengawas pads UPTD SKEPK: dan

g bidang pendukung, vang tordir dari Sekretirist PLID, Bidang
Pengolahan Dawm  don  Klasifikes:  Informasi,  Hideng
Dokumentasi dan Amsip, Bidong Pelayanan Informasi dan
Bitdang Fasilitasi Penyelesaisn Senpkets Infomasi.

[3) Susunin PPID di Linglungan Pemerintah Kabupsten ditetapkan
dengan Kepirtusan Bupatl

4] Bagan strukmur organisas:  PLID.  Kabupaten  sebsgeimana
tercantumn  dalom Lampiran | vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Persturan Bupati ini.

Pasal 20
(1} Tim Pertimbungan sebagaimuans dimaksud dalam Pasal 19 huraf c

bertugas:
a. memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan uji konselkuensl
terhadap informas: yang dikecuslilos;
b membahas menyelesatkan dan memutuskan atan mensnggapi
keberalan atas pelaynnun informasi,
(2) Tim Pertimbangan sebagnimansa dimaksud dalim Pasal 19 huruf ¢

berfungsi dalam:
a. penganibilan....



a. pengnmbilitn keputusan terhadap sengketa informast; dan
b. penyelesaian magalah dan bhal-hal lain yang belum diatur
dalam Pefaturad Buapatl inl,

Baginn Kedun
Stansdar Operasional Prosedur PPID

Pasal 21
i1l Standar Operasional Prosedur PPID disusun oleh PRID Utama doan

ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesual dengan ketentuan
Peraturan Perundang- undangan,
(2] Buindar Operusionsl Prosedur PPID sebagaimana dimaksud phdd

aytt [1) paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:

& kejelasan tentang poubat yang ditunjuk sebagai PPID Utama
dan PPID Pembantu;

b, kejelasan lentang orang yang ditunjuk sebagai  pajabat
flngsional dan futau petugns informasi apabila diperlukan;

c. kojelasan pembiagian tugas, mngaung jawab dan kewermnisan
Atagan PPID, PPID Utama dan PPID Pembanty.

Pasal 22
Jents Standar Operasiongl Prosedur (S0P FPID, antars lan:

. SOP Pelayanan Informasi Publik;
b. SOP Pengelnlaan Permohonan Informasi;
c. S0P Pehgelnlaan Keberiitan Atas Informasd,
d. S0P Penetupan dan Pemutakchiran Daftar Infermasi Puhblik;
r. S0P Pendokumentasian Informasi yang Dikecyalilean;
. S0P Pepgujian tentang Konsekuensi;
g. ‘SOP Pensnganan Sengketa Informasi;
. SOP Pendokumentasian Informns Publik; dan
L. BOP Pelaporun dun Evaluasi.
Baglan Ketiga
Daftar Inlormaosi Dun DalkUumentsid Publilk
Panal 23

{1} DIDP palmg sedikit memuat:

A, nomaor,

b. ringkasnn isi inforiasi;

A p:-rjﬁhm atny unil/satuan kera vang menguasal irforrinsd,

d. penanggungiawnb pembuatan ntay penerbitan informasi;



¢, waktu dan tempat pembuatan informasi;
I bentuk informasi vang tersedia; dan
g jangha waktu penyimpanin st relens arsip,

[2} DIDP ditetipkan dan dimutaldhirkan secarm berkaia oleh PPID
Litama.

(3] Keseluruhan informesi don dolaomentasi publik yeng  sudah
dipubilikasikan olel PPID harus diserahloan kepada perpustaios
dan arsip di ingkungan unit kerjenyn untuk dilestarilkan  dan
dildasifilcasi menjadi bahan pustala.

9] Format DIDP sebagaimana dimalsud pads ayat (1) seboagaimons
tercantum dalam Lampiran [l yang merupakan bagian tidak
rerpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Hagian Keempat
Ruang Pelsyunun Informasi Dan Dokumentuasi
Pasal 24

(1) RPID Lihtama terletak di loks=  yung  miadsh  dijebgken dan

dilengkup dengan sarnnn prosarana yang memadai.
() RPID Pembantu bemdn pada SKPK di lingkungan Pemerintah

Kabupaten,
(3] RPID dikelola oleh peiabiatl leknis dan ndministrasi.

Bagian Kelima
Sistem Informasi Dan Dokumeniasi Publik

Pasal 25
(1] SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudalby

akxes pelaynnn informnsi pubiik,

|4} Pengembangan SIDP sebagamsna  dimaksud  pada  ayat (1),
dilakulari gscars terintsgrasi antara PPID Uthma dengan PPID
Pembaniy.

(3] Selain mengembangkan SIDP sehagaimana dimaksud pada ayar (2]
Pemerintah. Kubuputen mengembingkian SIDP yang terintegmsi
secara Regional.



Bagin Keenam
LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Prisal 26

(1) LLID wajib dibuat dan disediaksn serta disampailan oleh PPID.
Pembantu paling lambat 1 |m:-1u4 bulan setelah taliin pelaksanaan
taban anggaran berakhir uniuk disampaikan kepada PPID Utnma

(2] LLID sebagsimann dimaksud pada ayat {1} paling sedikit memuat:
a. gambaran umum kebijakan  pelayanan  informasi dan

dokimentasi publik di Pemerintehin Kabiipaten;
. gambaran  umum peloksanaen  pelevanan  informasi dan
_dokumentasi publik, antara iam:
l. ssgranae  dan  prasamne pelayanan informas dan
dokumentasi publik yang dimilikl beserta kondisinya;
2. sumber daya manusia yang menangani peloyanan informas
dan dekumentanl publik beserin kunlifikasinys; dan
3, nngeamn pelpyanon informasi dan dokumentasi publik serta
laparan penggunaannya.
rinclan pelavanan informasi dan dokumentasi publik yang
meliphatic
1. jumiah permichonan informanl publik;
2. waktu yang diperlukan dalam memenuh: setiap permohonan
Informasi Publik dengan kinsifikasi tertentu;
3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik
scbaginn atnu seluruhnyn; dian
4. juminh permohonan Informosi Publik vang ditolake besertn
alpsannys;
. rincian penyelesajan sengketa  informasi  publik, meliputi:
1. jumlah keberatan yang diterima;
2. langgapan  atud  keberutun  yang  diberiknn i
pelaksanhnannval
3. jumlah permohonan penyelesaian sengheia ke Komis
Informasi yang berwenang dan
4. hasil mediasi  dan/atau  keputusan  ajudikasi  Komisi
Informusi ynng berwenang dan pélaksanainnya olch badan
prablike, jomilsH gugatan veang disjulksan ke pengadilan, dan
hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannys oleh bodan

publiic;
e, kunl:lutn....l/



€. kendaln intemal dan eksternal dalam pelaksanpan layennn
Informasi dan dokumentasi Publik; dan

£ rekomendasl dan rencana tindak lanjut untuk meninglatkan
kualitas pelavanan informesi den dokunientasi.

(3] Pemerintah RKabupaten melalui PPID Utama  scbagaimana
dimaksud puda ayar {1} menyampaikan salingn LLID Pemerintah
Kabupaten kepuda Komisi Informasi Aceh paling lambat 3 (tiga)
bulan satelah tmhun pelaksanadan tahun angearan beralchir,

[#] Salinan LLID Pemermtah Kabupoaten sebagaimann dimaksudian
pada ayat (2] ditembuskan kepada Komim Informasi Pusal,
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Komunikasi dan Informatila.

2y

(1) LD merupalan baginn d::ﬂ:;mmsi publik yang wagib terseclin
setiap sdat.

(2} LLID sebagaimonn dimakeud padn ayat (1) diumumbkan kepada
puiblik dan disamipaiksn kepada ntasan PPID.

(@) LLID sebagaimana dimaksud pada ayar (¥ disampaikan kepada
Bupali olch atasan PPID,

(4} LLID sebapaimana dimalosud peda ayat (3) akan dilaporkan oleh
Bupatl sebagal baginn  dalam  laporan  penyelenggaraan
Permiorititshan Daerah.

BAB VilI
TATA KERJA

Pasal 25
Pengelofaah Tnformas] Publik di Lingkothesn Pemeérintah Eabupaten
dilnksanakan oleh PPID,
Pasul 29
Advokasm pengadusn dan peoyvelesaian seongheta informasi pubhk di
lingkungan Pemerintah Kabupaten dilskssnaksn aleh PPID dengun
mefibalkan SKPK vang menyclenggarakan  urusan  pemerintabon
hidang hukum dan/stad vang dilclinsakonn.
BAB 1X
TATA CARA PENETAPAN FENGE_CUM"! INFORMASI PUBLIK
Pasal 30
(1] FFID Utama melaksanakan hvetiticisagi  ivformosi  yoang
dikecunlikan berdasarkan usulan dari PPID Pombante disertai

dengan alasan. .
(4] 3 2 10 T



(2) PPID Utama melaporkan inventarisasi informssi yang dikecualikan
kepada Tim Pertimbangan,

(3] Tim Pertinibangan aebagmimins dimaksud pada ayat (2) bersamn
PPID waiib molalukan pengujisn mengenail konsekuens: veng
timba) apabiln suaiu informas diberikan serta
mempertimbangkan secara seksama dan penuh ketelitian sebelum
menyatakan informasi publik sebapal informasi publik vang
dikecualikan.

[4] Dalam melsksanaken penguojion lonsskuenst, Tim Pertimbongan
dan PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecunlisn selain
yang dintur dalam peraturan perundeng-undangan di  bidang
Keterbukaan Informasi Publik.

(5} Hasil pengujian Konaekuensi wilib menyebutkan kelentuun decara
Jelas dan  tegis pada peraturan perdndangundangan vang
menyatnkan suatu informas: wajib dirahesiakan sesuw dengan
ketemtuan peraturan perundang-undangan.

(6) Hasil pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat {5)
disusun dalam Dafter Informasi Publik vang Dikecualikan dan
ditetaplan denpgan Keputusan Bugrstl

(7] Formar invenmtansasi Informas) Publik yeng Dikecualikan
sebagnimana dimaksud pada ayat (1) dan ayet (2] tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan baglan tdak terpisahkan dari

BAB X
STANDAR PELAYANAN INFORMAS! PUBLIK

Pasal 31
Selwruh  informasi publik yang berads 4 Lingkungan Pemerintah

Kabupaten selain informasi pubblk yang dikecuahkan dapat dinkses
oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.

BAB XI
MEKANISME PERMOHONAN INFORMAS! DAN DOKUMENTASI

Pasal 32
Pemohion informasi dan dokumentasi wajib memenuhi parsvaritan

sebagai herikul:

a. mencontumkan identitas yvang jelas sesusl depgan Ketantuan
peraturan porundang-undangan;

b, mencantumkan. ..



b, mencaniumkan alamet dan nomor telepon yang jelas;
menyumpaikan secara jelas jenis informasi dan delumentasi yang
dibutublkan,

d. mencantumkan muksud dan tojuan permohonan informosi dan
gokumentas yang dapat dipertanggungjawibikan; dan

e, menyatekan kesedisan membayar binys atas hiaya yang timbul
dalam memperoleh informast yang dimohon.

Pasal 33
{1} Permohenan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis atau
tidale tertulis,
12} Dalam hal permohonan diajulan secara =rtulis, pemobon harus:
n. mengisi formuolic permohonan;
b. melampirkan identitas diri; dan
c. membuyar bisva salinen danfatau  penginmean  informasi
apabila dibutuhkan.
13} Formuli pertihonan sebagnimana dimaksiud pada syat [2) hurul
n paling kurang memuit:
n. pomor pendafieran yung ditsi berdasarkan nomor  setelah
permohnoan informasi publik diregistoasi;
b. nama;
¢, alamnt;
. pekerjpan;
e. nomar ielepen/ cmal;
[ rincian informasi vang dibutuhkan;
B tujusan pengunasn informasi;
h, card mémperolel informasi; dan
1. cara mendapatkan salinan miormasi
(%] Dalam  hal permohommn disjukan secarn  tidak  teroulis
sebagaiminn  dimaksud  pada ayal (1), PPID  memastikan
permohonan informest publik tercatat dalam formulir permohonan
sebagalmans dimaksud pada ayat (3] dan dalam buku resister
permohonan informasi.
157 Buku register permohonan sebagnl dimaksud pada aynt (4) paling
hurang memat!
a. nomor pendallaran permohonan;
¢. mama pemohon informasi publik;
d. nlnmat..... p/



(&)

® B8 o=

aliarmun;

pnkt:rjﬂ.ﬂn

nomor telepon femail;

Informes: Publik yung diminta; don

b, tujusrn pengunaan informasi.

Format Formulir dan Bulku Register sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dem ayat (5) tercantum dalam Lampiran [V dan Lampiran
V vang merupalain bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 34

(1) Terhodup permolionan informasi publik sebagaimans dimaksud

{2l

()

1)

datam Pasal 32, PPID berkewn|jiban:

a. melalikan pencatntan permobonsn nformasi publik dalam
buku register permohonun;

b. memberikan nomor pendafisran permohonan informasi vang
teluh disershkan langsung atau melalul surat elekironik;

Palem hal permohonan nformasi publik dilakukan melalal sural,

faksimilc atau cara lain yang tidak memunglkirikan bagi PPID

untuk memberikan nomor pendaflaran  secara lamgsung, PPID

wajib  memastikan pomor  pendaftaran  dikirimkan  kopadn

Pemohon Informasi Publik;

Nomor pendufteran sebogimana dimiksud pads avat (2) dapat

dibertkan selaligus dengan pengiriman informasi publik; diin

PPID wailib menyimpan salingn formulir permohonan vang teluh

diberikian nomor pendafiarun sebagai tanda bukt permohonan

informaesi publik.

Pasal 15
Dalnm hal Pemobon Informasi Publik  bermuksud untuk melihat

din mengetahui informasi publik, PPID wajib:

A. memberikan akses bagl pemobon untuk melihat Informasi
Publik ynng dibutuhkan di tempst vang memadal untik
membacs dan/atau memeriksa informasi publik yang dimohon:

b, memberikan althan terfulis apabils permohonan  informuasi
publik ditolak; dan

c. memberikon  informisi  tentang e earn  mengajubian
keberatan beserta formulirnya bila dikehendals.

2) Dalam.....



(2} Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi,
PPID waifib mengkoordinasikan dan memastikan:

a. pemohon informasl publik memiliki akses untuk membaca
darnfutan memerikss informas publik vang dimohon;

b pemobon informasi puhlik mﬂn:!npaﬂi&& salingn  miformisl
yang dibutubian;

. pembenian alasan tertulis dengan mengacu Kepada ketentusn
informasi  publik yang dikecualikan apabila  pormeohonan
miormes publile d:tnluk; dan

. pembernan informasi tenfany tate cara mengantkon kebermton
beserta formulimya.

(@) PPID wajib meémastikan Pemohon Informusi Publik sebugaimans
dimaksud padd avit (1) dan ayal (2) dibantu dalam melengkapi
persyaratan sebagalmana dimakstd dalatt Pasal 32 paling lambat
3 {dgn) hari kerga sejnk:

. digjukan permohonan mformasi publik yeng disampaikan
secarn langsung.

b, diterima permohonan informasi publik yang disampaikan
spcars Lidak langsang.

(4] PPID  wajib  momestikan  permohonan  miormas:  publik
scbagmmana dimaksud pada oyat (1) dan ayat (2] tercatat dalam
buku register permohonan sctelah Pemohon Informasi Publik
melengkapi persyaratan sebngaimans dimaslsud pada avat (3),

Pasal 36
(1) PPID  wajib  menyampaikan pemberitabuan  terulis vang
merupaknn  jeowaban Pomorintah  Keabupoten atas  seilap
permohorn informes: pabhik-
(4} Pemberitabiuan fertalis schagaimans dimaksud poada ayat (1)
berisikan:

a. informasi  publik yang diminta bersda  di bawah
kowcnungan /penguasaaniiva atau tidok;

. mmhﬂﬁﬂhukm instansi yang  Berwonang/menguasad
irformast yang diminta dalem hal mformas tersehbut tidak
berrsda di bawiah pengussaannys;

¢. menerima atau menolak permohunan informasi publik beserta
dlnsannyva’

d. ook informast publik yvang tersedia;
e, Wakiu.....



e, waktu yvang cibutuhlan untuk menyedinlkan informaosi publik
yang dimohon;

I. penjriasan atan  petghituman/penganburan  informasi  vang
dirohon bils ado: dan

g. penjelasan apabila informas udak dapat diberibean kareno
bukan kewmmangannya, belum dikuasai ateu  belom
didokumentasikan.

(3) Dilem hal  informasi publik yung dimohon diberikan sebagian
sty seluruhnys pads saat permobonst dilakuken, PPID wajib
menyumpdikan pemberifahuan tertulis sehagaimonn  dimoksud
padn sval (1) bersamann dengan informasi publik yang dimohon,

{4) Dalam hal informasi publik yang dimobon, diputuskan untuk
diberiknn scbaginn atnu sclurubnyn namun tidak disampaikan
piada saat permohotian dilalkukan, PPID wajib mienyampailkan
pemberitabuan tertulis dan mformas: publik vang dimohon kepada
Pemohon Informasi’ scsual dengan jnngj-m waktu yang vang
ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5] Dalam hul permobenan Iriformasi Publik ditolal, PPID wajib
menvampaikan  pemberitaboan tertulis sekaligns denpan
Keputusan PPID mengened penolahen permotone informast.

(6) Keputusan PPID mengenoi penolakan permohonan informasi oieh
PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang memuat:
. nomor pendaftarin;

hama;

alamal;

pekerjaan;

nomor telepon /e-mail;

informast yang dibutluhlkan

keputusam pengecualian dan penolaitan informasi;

ulasan pengecuslion: dan

konsekuensi yang diperkimian aian timbul apabils informasi

dibuka dan diberilean kepada Pemohon Informasi,

(7] Pemberitahuan tertulis scbhagaimana dimaksud pada ayat (1)
beserta informasl publik vang dirmohon disampaikan pallitg loma
10 (sopubuh) hart kergs sejok permohonoon diterima

(8) Dalam hal permohonan informasl tdak disampaikan secars
langsung atan melalui surat  clektronik, nomor  pendaftmrsn
disamipaikan sclaligus dengan pemberitahuan tertulfs.

{9 Dilkm.....
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(%) Dalam hal PPID belum mengusss atat mendokumentnsikan
informasi  publik yang dimohon dan/atan  belum  dapat
memutiskan apakah informnsl vang dimohon termasuk inlormasi
publile yung dikecunlikan, PPID memberitabukan perpanjangan
wakiu dengan pemberiisinen tertulis beseria alasanya.

[10) Perpagjangan sebogaimann dimaksud pada ayar {9) beserts
penyampaian informasi publik yang dimohon dilakukan paling
lnma 7 (Wijuh) bard kerje sciak jungka waikiu pemberitaluian
tertulis ‘sebugairnarin dimaksud pada ayat (7) dan tddek dapi
diperpaniang,

(11} Format Keputusan penoclakan dan  pembenitahuan  terualis
sebagaimana dimaksud pada avat (6) dan ayast (7} tercantum
dalam Lampiran VI dan Lampican VI yang morapakan bagian
ticuk terpisahkan dari Peraturan Bupati inl.

Pasal 37
[1)' PPID dun/atau Petugns Informasi wajib menhcatat nama, Nomor

Induk Kependudukan [NIK), dan alamal Pemohon [nformosi
Publik, subjek dun formal informasi serta carn penynmpaian
imformasi yang diminta oleh Pemohon [nformas! Publik,

[2} PPID danfatau Petugas Informasl wajib mencatat permohonan
informiasi | publik vang disjukan sécara tidok tertulis,

[3) PPID dan/omtsu Petugas Informasi wajib memberiken tanda bkl
penerimann permnohonan informas) publik sebagaimana dimaksud
pacdn ayat (1), ayvat (2) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada
sagt permintaan diterime.

[4) Dislim hial permohonan dissmpaikan secara langsung atay metahud
surat elektronik, nomor pendafiaran diberiban sant pencrimnan
permehonan,

(5] Dulam hal permobonan disampatkan melalul surat, pengifman
nomor pendaflaran dapat diberiian sckalivus dengan pengiriman
inlormasi.

(6) Dalam jangka waktu paling lama 10 [sepulub) hari kerja sefalke
diterima permohonan, PPID wapb menysmpaikan pemberitabuan
tertulis vang berisikan:

a. Informasi yng diminta, berada di hawah
kewenangan/penguisannnya atoupun tidak;



b. penenmaann sty penglakan permintaan atas informasi dengan
alasyn  sesyai  dengan  ketentuan  peraturan perundang.
undangan;

c. alal penyampai dan format informasi yang akan diberikan;
dan/atau

d. biaya sorta com pembayaran untuk mempergleh informas yang
diminta.

(7l PPID. wajib  memberitnhuknn Badan  Publik yang
berwenang/mengusesi informissl yang diminta apabila informas
yang dimintm tidak beradn di bawih penguasaannyva dan Hadan
Publik vang menerima permintsan, mengetahui  kebemdaon
informasi yang dimohan,

(%) Dalam hal permohonan diterima seliirubnyas atuy  sebngian
dicantumkan maten informasl yang akan diberikati.

(% Dajam hal suatu dolumen mengandung materi yvang dikecuabkan
sesuni dengan  ketentuan  peratuman  penundang-undangan,
maks informasi  yang dikecualikan tersebut dapat dikitamian
dengun diderial nlasan dan materinvi.

(10] FPID  dapat  memperpanjing  wakiu  untuk mengirimkan
pemberitabuan sebogaimana dimaksud pada ayat (7], paling
lama 7 (tujuh} han kerja berikutnye dengan memberikan alasan
secam tertulis.

Pasal 38

(1) Pemiohon Ihformusi Publik dengan misksud dad tujusn sebagni
begnan dar partisipasi masyarnkat hoous memenohi kriterin:

. mencantumkan ientitas  yang  jelas  dan dapat
dipertanggunglawibkan,

b. pengussaan permasalahan yang dimaohon;

¢, latar belakang keilmuoan /Keahliat;

d. mempunym pengalamen-di bidong yang donohon; dan/atan

¢. mempunyai relevansi atas substane) yang dimohon,

{2} Pemohon Informasi Publik dengan tujuan untuk  pengkajinn,
analiss, pengawsasan, kontrol sosisl, penelitian, penyelidikan,
pengumpulan dalg, pendampingan, mdngowal, scrta fugas aldiir
dan sejomisnya harus melampirken kemngha acoan Kerja atan
proposal yang meliputi metode/tekais kegiatan, sasaran, jadwal
wakiu kegiatan, serte tim yang lerlibat, sesuai dengan tujuan
permaohionan informasi dimaksud.

(3} Dl ...



@) Dalam hal pemohon bermaksud melakukan pengeandaan atau
perekaman . informasi publik, maks pemohon informasi dapat
meolakitlkan penggandaan aan perelmman,

{4) Pomohon Informisi Publik dibelianlan binye salinan pengzandaan
atau  perekaman  dan/atau pengifiman  informasi  dan iava
pengurusan igin pemberian informasi publile yang di dalamnyn
terdapat informusi pihak ketiga.

Pauxal 39

(1) PPID wajib menghitamksn stsu mengaburkan materi informasi
viing dikecunlilan dalam suatis salinan dokumen informasi publik
ving ukin diberikan kepoda publik

{21 PPID tdsk dopasr menjadiken pengeoualian sebagni informaosi
dalom suatu salinan mformass publik sebagai alasan untuk
mengeoualikan  skses  publik  terhadep  keseluruhan  salinan
inlarmasi publik,

7] Dolam hal dilokuken penghitaman etou pengaburan informeasi,
PPID waiib memberikan clasan dan materinya  pada masing-
masing hal yang dihitamkan atao dikaburkam

BAK Xi1
SARANA DAN PRASARANA

Pusul 90

Sarsna dan pmssrand yang dapat digunakan dalom mendiklng

pelayanan informasi publik di lUnglkungan Pémerintah Kabupaten

anrara lam;

n. peralatuon pengolah data fediting unit) linier dan non Hnier batk
manual maupun digital;

b. kamera video dan firno;

¢. pernlatan belajer mergajar yang berbasis multimedin (provelktor
LCD, Computer, Prinier dan Laplop, soaner, mesin fiste copy);

d. mangan dengan teknologt jaringan berbasis mternet;

€. laboratorium design grafis visunl dan percetakan;

[. peranghat komunilasi (telepon, faksimils);

g lemar arsip [lemard file tercotdk mnupun server untuk file dalam
benmk digitall:

h. situs resmi; dan

L sumber dava manusia.
BAB.....



BAB X1
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMAST DAN DOKUMENTAST

Pasal 41
[1] Buputi telakukon pembinaan doan pengendallen penatasn PLID

Kecamatan dan Desan,
(2) Pembinaan dan pengendalisn sebagaimana dimeksud pada ayaof
(1) dilakukan melalui:
n. fusilitasi dan Koordinmsd;
b. peningkatan kapasitas PPID; dan
c. monitoring dan cvalaasi,

L BAB XiV _
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN
Bagian Kesniu
Pengajuan Keberatan
Pasal 42 |
(1} Pemohan Informasi Publik berhak mengajukan keberatan delam
hal ditemuleannya alusan sebipai berikut:
o penoldkan otas permohonan informasi publik sesual peratusan
‘perandang-andangan;
b, tidok disedinkannya informasi berkala;
tiduk ditengeapinya permohonan infarmasi publik;
d. permohpnan informasi publik tdak ditanggspi scbagaimana
vang diminta,
e. tidek dipenuhi permohonan informes publik;
£ pengenann bisys yang hdak wijer; dan/ pheo
g penyampian informagl publik yang melebibi walkitn vang diatur

f

dalsm Peralurun Bupali ini.
(2) Petigajunn keberatan sebagaimana dimsksud pada svat (1)
ditujukan lepada Atasan PPID melalui PPID Utema.
(3} Pengajuan keberatan sehagpimann dimaksud padn ayar (1) dapar
dilkunsakan kepada pinak lain yang eakap di hadapan hukuam,

Pasal 43
(1) PMD waibd mengsumumbkan tote care pengelolpan keberatan

diserini dengnn nama, dan nomor kontak PPID,
(2) PPID dapat mengunakan sarana komunlkasi yang efektil dalam
meneriina keberaton sesudl dengsn kemampuar sumber dave

Bagian,,..



Bagian Kedua
Regstrasi Keberatan

Pasal 44
(1) Pengajuan kebermtan dilakukan dengan care mengisi formulic

keberatan vang disediskan,

(2} Dalum hal pengajuan keberatidn disampalkan secara tidok tertulis,
PPID.  wajibh membantu  pemohon  informasi  publik  vang
mengajikan keberatan atsu pihnk yang menenima kunsa untuk
mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberkan nomor
registrasi pengajuan keberstan.

{3} Formulif keberatan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) paling
kurang memuat:

n. pamar regstrast pengnjuan keberatan;

b. nomor pendafiaran permohonan informasi pablik;

e tujuan pengeunaan informasi pubilile;

d. identitas léengkap Pemohon Informast Publik vang mengjitkan
keheratan:

e, identitas kunsu Pemohon Informasi Publik vang mengajukan
keberatan biln nda:

f. alasan pengsjuan keberalan sebagaiming dimeksud  dalam
Pasal (42) avat (1);

g kasus posist PFemohon Informasi Publik;

h. wakto pembenan tanggapan ates koberatan yapg diisi oleh
petugas;

. nama dan landa (angspn Pémohon Informasi Publik vang
mengajukan kdberatan; dan

ji tumfui dan tanda tangan petugas vang mencrimi pengajuan
keberatan.

(4} PPID wajib memberilnn salinan formulir keberatan sebagaimang
dimaksud pads ayal (3) keppda Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima
pengajuan.

{\5) Format formulir keberntan sehagaimann dimalsud pada ayat (1)
tereantum dalam Lampiran VI vang merupakan bagan tidak
terpisahkan dari Persturan Bupati ind,

(6) Format formulir keberatan sebagsimana dimaksud pada avat (5]
Jugn berlaku terhadap penyediaan sarana pengijuan keberatan
meinivi aint komunikas: elektronik.

Pasal.....



Pasal 45
(11 PPID wwib mencetat pengnjuan  keberatan delom  regisrrasi

keberatan,
{2) Registras| keberutan sebpgaimana dimaksiud pada ayat (1) paling
kurang memuat]
f. NOMOT regintras pengejunn keberatan;
b tenggal diterimoyn keberatan;
c, identitas  lengkmp Pemohon  Informasi Publik  dan/stau
kunsanya yang mengajukan keberatan;
d. nomor pertdaftaran permohaonin thformasi Pubilik;
¢. miormasi publik yang dimintes;
f. tufsan pengunaan informasi;
g- alnsan pengajusn keberaten scbagiimona dimaksud dalam
Pasal [42) ayat (1)
h. keputusan dtrsan PPIL,
L. haridan tanggal pemberian tatggagan aias keberatan;
j- nama dan posisi prasan PPID; dan
K. tenggepan pemohon informasi.
(3] Format register keberatiun sebagaimann dimaksud pade ayat (2)
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bigien tidak
terpisahkan dan Peraturan Bupat ini.

Bagian Ketign
Tanggapan Atay Keberatan
_ Pasal 46 _

(1) Atasan  PPID  wajib membérikan tanggapan dalam  bentuk
keputusan tertulis yang disampaiksn kepads Pemohon Informasi
Publik yang m-:ngujhlmn kebetdtan atau pihak venp mencrims
kunsza paling lama 30 (bga pulub) hart kerja sejuk di caatnys
penginjuan keberatan tersebut dalam register keberatan,

[2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
kiireng memual:

a. mnggsl pembustan surat moggapan atas keberalan,

b. nomor surat tanggupan alas keheraran;

c. tanggapan/jawaban tertulis atassn PPID atas keberatan yong
diajukan;

d. perinuli atasun PPID kepada PPID untule memberikan scbagian
atau  selurith  Informasi publik veng diminta dalam  hal

keberotan diterima; dan
e. jamgha. ...



& jangka wakiu pelaksanasn perintah sebagoimana dimaksud
pada huruf d,

(3] PPID  wajlb  melaksanalan  keputusan  terfulis. schagaimans

dimaksud pada ayar [1) padn sast ditetapkannya keputusan
terfulis ferselat.

Pasal 47
Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau piftak

yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID
berhuk mengajukan permohonen  penyelesaian sengketa Informas
publik pada Komisl Informasi Aceh atsu lembaga Jain  sesua
keteritunn peraturan  peruddeng-undangan paling lama 14 (empat
belas) harl kerjn sejnk diterimanya keputusan atasan PPID.
Bagian Keempat
Fasilltast Senglein nformansi
Pasal 48

(1} Sengketa informasi  dapat  terjadi  apabila  Komisi Informusi
Aveh  sosuai dengan Kewenangannyn, mengrima  permohonan
nengheta [nformasi yang diajukih pemohon informuasi lmmm Hdak
muenerima alasan ramggapan Atasan PPID.

(2) Pengajuan sengketn mformasi scbagnimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan pentohon informasi dalam waktu paling lomn 14
(empat  belos) harl lestjn setelah diterimanya tangeapan lectulis
dari Ataszn PPID.

Pasal 49

1) Bupati melnlii Atasan PPID metetaplan Tin Fasilitasi Sengloeta
[nformasi untuk mengupavakan penvelesuian sengloeta informusi,

2] Keputysan penctapan Tim  Fasilitasi  Sengketa Informasi jugs:
berfangsi sebngal sural kuasa untuk bersidene mewaldl
Pemerintinh Kabuputen di  Komisi Informasi Aceh sesusl dengan
kewenangannya.

3] Tim fasilitas: senghketa informast diketum oleh PPID Utanian don
beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang menangani bidang
hukum dan pejabal fungeionsl scrte pejabat/staf lainnya sesumi

dengan kebutuhan,
1) FPID..“L



(4] PPID Utsmin  moelaksanaloin (losilithsl  pennnginen seagioet
mformas) dengan memkokan koordinasi don konsolidasi bersarma
PPID Pemnbania terkail. pejabat yang menangani bidang hukum,
pejabut fungsional dan pihak lein vang dipandoang petiu

5] Mekanisme kerja tim fasiliasi penanganan sengheta informasi
distut oleh Tim berddsarkan anihon Atnann PPID.

(6] Tt melaporkan proses penanganin don  Basd  penvelession
sengkewn informasi kepada Atasan PPIT.

BAB XV
PENDANAAN

Pasa| 50
Peadansan vang diperlukan untuk penpelolaan pelayanan infamas

dan dokumentusi di linglungan Pemerintah Kabupaten dibelmnkan
paadn Anggaran Pendapatan dan Belanjn Kabupiten [APBK].

BAB XV1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51
Peraturan Bupsti inl mulii berlaku padn tangml diundanglean.

Agar sotisp orang mengelaiinys, memerintahkan pengundangun
Poruturan Bupiati ini denpan penempatinnva dalum Berifa Dacrah
Rabupaten Simeilue.

Mtetapioan ¢l Simeulae
pada tangeal 05 Juli 024 M
28 Druthijoh 1445 H

Diundangkan di Simeulhue
padi tangeal 05 Juli 3024 M
28 Drulhijjab 1945 H




LANMPIRANT PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR =30 TAHUN 2024
TANGGAL 98  Juli 30345 M
_ 28 Dpulhiljah 1945 H

TENTANG. Pedoman  Pengelolaan
Pelayanan Indorma=
dan  Dolumentagl i
Lingkungah Pomerintol:
Knbuipalern

STRUKTUR ORGANISAS] PLII PEMERINTAH KAHUPATEN SIMEULUE

FEMRINA
Bupatl
Wakil Bupati
|
h— : =
PENGAHAMH [ TIM PRRTIMBANGAN
SELAKL ATASAN PPID Attt Peitictitkabait dam Kosifabta it Rakvin

Sakretany Daorah Adirtan Perslonmmia dam Penbansman
| Ashiben Mdrriinlaeresl Llimim

Seiarph Kapala Orgpmaan Peramgha lserh
| | ) I
} I
|' PEID UTAMA

Kepals Dinas Komanibesi, Informatihe
dan Persandian

i -
{ PIND PEIAKSANA r

|
b

Pejdlbat Adminbistratod
I"rm]E:Tnln Inbormast dan
Blokmentasl di P

| ] i 1
Yo e R Y \
Ridang W Pain ﬂﬂﬂ ‘Bldang | Bikany F‘I_‘I;Hml_ll.u P
Fendukuig Divtw il Pelayanan danPenyelestian
Selrotariir ifkasi Informas din Senglurti
PLID esonialieg Dok umentasi

-

1 s E |
|

FETIRGAR PHLAYANAN INFOIDEAS Ll




A FORMAT DAFTAR INFORMASE AN DORUMENTASI PUBLIK (DIDF)

LanMiRAN U FERATURAN BUPATI! SIMEULUL

RAFTAR INFOURMAS] dan DORUMENTASI PUHLIR®

Ringhasn | Pejalmt/Unin St
Ney, Isi yang menjuosl
Informisl Frafirrmms

Ponagtungiawals | Wakru dian Rentiik

paonibuatan gt tempat Infeseitiasd Yiog
penerbitan Pttt termedin
informasd informnsi ' |

e —F—

KETERANGAN:

*Fatmat inl adalah formulir Daltar Informas! secava nmnosl,
Kompieteribast vang barus st dapat diakses olalt pobilik serta menedbup uesur-ansur yang termiint dalen fermat ol

NOMOR Ca0 TAHUN 20249
TANGGAL (U5 Jul  Z009 M

28 Drulhijjab 1445 |

TENTANG  Pedoman Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan
Dalournentusl di
Linglungan Pemiertntal
Kahupaten

Janpha Waktu
Ponyimpanan atau
Retensl Arsip

Batlan Publlk dapat megpemiangian dalam format lain, misiloyas Secarm




LAMPIRAN T PERATURAN BUPATI SIMELILUE
RNOMOHR A0 TR 202
TANGGAL 05 Juli 2024 M
25 Doeuthijjah 1435 1§
TENTANG  Pedomon  Pengeloloan
Pelayanan Informuasi
dan  Dokumentasi i
Lingkungan Pemerintah

Kabiupoten
Format Inventarisasi Informasi Publik yang PDilcecunlilan
LEMBAR PENGUIIAN KONSERUENS)
MOMOR. . _TAHLN,

Pisdiy hird inly oo, gl bolan whuwi' __ betempatdl  _ telih dilakukan Pergujinn Konsekuensi terhndup Tofismasi Publik
sobagnimana disetrthkan paids el di hawah ini:

Informusi (berisi  Dasar Hukum | Konpehuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi wratan Jnnghs Waku

mformasi terfentu yang | Pengecwalinn Informani | kanvekuensi/perfimbangunnya ) (disebutknn janska

akan dikecunliban) ! bk _ Dingup woktunyn) |




Hahwa Penguiian Konsekuendl sebauaimans disebiut padn tabel di ates dilakuknn oleh:

No Ny Jubatan Linit Kerju D
: | |
-
X Dyl
Uremikinn Pengujian Konsckugns! ind dibuat secar sakessma dan penil ketelision.
Memyeraji

TTD + SteimpelCap PPILVBadan Publik

(Fimpiman Buedan Publik)



LEMBAR FENGUNAN RONSEEUENSI ATAS PENCGUBAHAN KLASITEASHINFORMAS] YAND DIKECUALIKAN

o CHIET R —— mnggal .. bulun.. .. b,
dikecyatilan sehagaithung dissbutkon pada tibel di bawsh ini:

NOMOR. ... TAHLN

e L] Mmﬁt'di-unn-ununu- R lit‘lﬂ'l ‘-H |H-‘I-I-I-Jl'-lll'i muhlhw. mllﬂiﬁht!i tﬁ'ﬂ'ﬂdﬂp !n rmii mg

Informasi vang ahan
diliecualikan

Thisar Hokum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi wralan
Pengecanlinn [nforoisi konsekuensi/pertimbangannya)
Pertimbangan Sebeluwmnya Pertimbanpah
Pengubahmm
Ditukn [ Ditutup, |
Semulis | Pengubuhun

Jangka Waktu
(disebutkan jangka
waktunya)




Batwan Pepgujinn Koawkuenss atas Pengobalian Klanifikasi Infommsi yang Dikecmlikan schagaimmma disohu paida toie] dj atas dilgkukan oloh:

No

Nama

Jabatan

U nit Kerja D

i}

1D

_Jl:' — 1

Premikian Pongifim K omschoem| Pengubabon Klagifikisd Infomeasi vang Dikecuntilom inl diboat secarm sakssm dan penish ketelithan.

Menyetuju

1D = SiempelCap PPIDHadun Publil

(Pimpitih Bodan Publik)




LAMPIRAN TV PERATURAN BUPATI SIMELILLIE
NOMOR . 30 TAHUN 2024
TANGUAL <05 Juli 2023 M
28 Drzulhifjah’ 1445 H
Polaviinhn Informansi doan
Dokumentan di
Linghzmgan  Pomenntah

TENTANG

Kabupaton

I FORMAT PORMOIR PFERMOHUONAN INFORMAS] PUBLIK

FOHMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMAST PUBLIK

[RANGEAP IMIA)
g 1T adan gt Han slaman, rama twtngon, fevemin, el (ks o8|

B gen FORMLILIR INEOENIAL)

Fuifs M. Parpfattaran jai priuge)®
Nama : ' T=F
Alamat.
Pabsijasin E
oot TeleoondE-mail 3

Rificissindnformaunl yaig dibutubkon B

(v bandeern berp s Silr poeiu) T¥
Tujian Pengguinaan Informash
Ears Memperoleh Informasi** 17 Miedihat J ey mendengat Smencatat*

2 Mendapatian Saljean ledormad fhasdeopyeoftongy) ==
Cawra Mendapation Salinan informiaal®** 1 Menpambil Lpagaang '

& Klirlr
E
d, — Falmimdi
3 EemEit
- lemipit), . (tenggalbulur/tabuni
Putugas Pelayanan informasi Permabondn Informaal
(Fenerimazn Permotoman)
A — — T fHama
dan Tanda Tahgan M das Tands Tangan
Kartist pegglan :

*TAis oln peTugos Serdasaran nomor regstrpu parmahanan infoemas pabik
- FJIhi.H_,m satis demam mambe tanda sangan | )
e ) ranlmuh et




LAMPIRAR V. PEHATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR, : 30 TAHLUN 3124
TANGGAL 05 dh 24 M
I8 [ulbijjah 1845 M
TENTANG ! Pedoman Pengelolaan
Peloyunan Informam  dan
Pokymentas ki
Lingloings Piikarintal
Kabupaten
C FORMAT BUKU REGISTER PERMOHONAN INFORMAS! PUBLIK
: REGISTER PEHMOHONAN INFORMAS] PUB|IY
| [Ty —— e il | - fomt s Y Wiy S
e ol (I Lo N |
W | My | S Si——— o rp—— " T | (=] i - N
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I i | 1 T — - =
;mnfm + etipd Byt ey gmvbatt e bfprme Pahia
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR > 30 TAHUN 2024

TANGGAL =p5.  Juli, 2024 M
48 Dalhijjah 1995 H

TENTANG - Pedoman  Fengelolopn
Pelayanan . Informasi
tdan Dokumentus  di
Linghungan
Pemerininh Knbupiien

I IRIRMAT KEPUTUSAN PIMD TENTANG FENOLAKAN PERMOHDRAR INFORMAS

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMAST

Iy baller pulhib don slimit, samar belypok. Detsimlb, el {ihs sda)
SUNAT REPUTUSAN PPID TENTANG FEWOLAKAN PERMOIONAN
Hl.l'wﬂtmn' R B

PFigma '.
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Al b brebertrans | yong itk =

Firgzruallin i Pl I barial L R
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Fibbm e ot ammanrn N EE0E et It g s il i e Lol i P sl B Daeripamd o 3 | i el ige). Ml Ml sl
irasigeiiag Saiml R=pir s

b (fewaur). [l bilew 2pm Liliney
Pijakinl Foege de Ipksenuid San Delamgei el

Ertrramgwn
1 7 b S Y g T S TR VR TS G TTEIMONT AT R TERE iR
i Litid dihgty PO Sl g svmpecy il (il Pegd 17 tepel 8 UL P
T sl anpaet Pital DT S ) UL S, 00 o ol PTMDE Gl o ], jo g el e 10 |ibttn annnik g g B iy
orgeiddies eteagy garry themahaes et Ut ukar sl dan umddog drndengmst
FERE (b ey gt it g ettt e Sl et inrd s g wably derribesitiheam trivtillls sebdgalinamg @l dlioe U
U St Fyyivtasa e




LAMPIRAN VI FER.&TURHH BUPATI SIMEULUE
NOMOR : 30 TAHUN 2024
TANGOAL 05  Juli 24 M
28 Erouthifjan 1445 H
TEMTANG  : Pedomuity Feogelolion
Peluvanan Informissl dun

Dolkumenins ekt
Linghungun | Pemenniah
Kabiupaten:

£ FORAMAT PFEMRBERTTAHUAN TERTULIS

PEMBERITAHUAN TERTULLS
irranarsan promntioma interooel pade taaggel — Botun o dafon o Gomgan aomaor peyul i en®
— — kanb isteeampo B hepada sistara fi:
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Wi Telpy/Email - —
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LAMPIRAN VII PERATURAN BUPAT SIMEULUE
NOMOR =30 TAHUN 2024
TANGGAL :05 Juli 2024 M
28 Drzulhijjah 1445 H
TENTANG :Pedomun  Pengelolann
PelEyunan Informasi dan

Dokumentasi s
Lingiomgnn  Pemenintah
Kabupaten

F. FORMAT KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMAS]

WERERATAN ATAS FIRAMOHONAN INFORMAS

L ESFORSAST PENGAIU KERERATAN
Famne Hegatres) kefunatun
s Frmlafaran Frrmestsgian e N ——
Tupsan Fonggunasn tnfiaass

TERF LN T uptps g = e T ———

Ao 3t
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LAMPLRAN IX  PERATURAN HUPATI SIMEULUE
NOMBOR 30 TAHUN 2024
TANGGAL 05 Juli 2034 M
28 Daulbljjah 1445 H
NINVANDG @ Pedisrian Penpgelolann

Pelayanan_Informasi da

Dokimeritas
Etigeirsy 5 o
Kalmgeston
(3. FORMAT REGISTER KEHERATAN
' REGISTER KEHERATAN® ] N
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